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BAB V 

PENUTUP 

1.1. Kesimpulan 

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi kontraktor atas kegagalan 

bangunan yang berlaku saat ini hanya merujuk pada Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang rumusan pertanggungjawaban pidananya 

masih terkungkung dalam pandangan bahwa subjek hukum hanya manusia 

secara persoon saja dalam artian bahwa barang siapa (setiap orang) yang 

melakukan tindak pidana maka akan dibebankan pertanggungjawaban 

pidana. Sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pertanggungjawaban 

pidana oleh korporasi padahal kontraktor adalah bagian dari subjek hukum 

korporasi. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 

yang berlaku saat ini hanya mengenal pertanggungjawaban secara perdata 

baik melalui jalur litigasi dan non litigasi. 

2. Ada dua bentuk pertanggungjawaban pidana bagi kontraktor atas 

kegagalan bangunan. Pertama, mengingat kontraktor adalah sebuah badan 

hukum yang berbentuk korporasi maka baik pengurus dan korporasi 

keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus 

memikul pertanggungjawaban pidana. Kedua, pemisahan 

pertanggungjawaban pidana bagi pengurus dan korporasi. Meminta 

pertanggungjawaban pidana dan mengancam pengurusnya yang sebagai 

pelaku dengan ancaman pidana penjara dan denda serta meminta 

pertanggungjawaban pidana denda bagi korporasinya 
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1.2. Saran 

Seharusnya Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berlaku saat ini perlu 

direvisi kembali dan merumuskan kembali secara jelas dan rinci 

pertanggungjawaban pidana bagi kontraktor atas kegagalan bangunan beserta 

hukum acaranya agar tercapainya kepastian hukum tentang pemidaan bagi 

kontraktor, mengingat salah satu tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah 

mewujudkan keamanan dan keselamatan publik serta dalam pertimbangannya 

memberikan ketertiban dan kepastian hukum atas segala persoalan hukum yang 

muncul dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. 
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